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KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan

di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu

untuk menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah

tentang Kelas Jabatan di  Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lampung Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1955 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah  Otonomi
Kabupaien-kabupaien dalam lIingkungan Propiosi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
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2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor &1 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor

09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupetan Lampung Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2016 NAarmanr Q
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Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

&
2.
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Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Otonom.

. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan.

. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas

ada dalam struktur organisasi.



6. Jabatan fungsional adalah  kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan
terientu seria bersifat mandiri.

7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan
tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian
susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda
dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam
hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal
tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat
persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan
sebagai dasar penggajian.

8. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai
suatu jabatan secara sitematis dengan menggunakan
kriteria-kriteria yang disebut sebagai factor jabatan
terhadap informasi factor jabatan untuk menentukan
kelas jabatan.

Pasal 2

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan
Jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, II, III, IV, dan Lampiran V Peraturan Bupati
1ni.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Lampung tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 4% Da&embet 2018
BUPATI LAMPUNG TENGAH
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LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan Ai Gunting Sugih

pada tanggal 2% D embef 2018
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

UN 2018 NOMOR 5|




Lampiran | : Peraturan Bupati Lampung Tengah

Nomor : §| Tahun 2018
Tanggal : 23  DXS¢mber2018

REKAPITULASI

KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No Kelas Persediaan
o Jabatan Pegawai
1 2 3
1 15 15
2 14 49
3 3 3
4 1 81
) %1 177
6 10 6
7 9 626
8 8 420
S i 537
10 6 516
11 5 339
12 4
13 3 51
14 2
15 1 9
Jumlah 2829

BUPATI LAMPUNG TENGAH
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